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ABSTRACT; Excessive use of plastic bags in Lintau Buo District, although 

regulations have been made regarding the reduction of plastic bag use in 

Tanah Datar Regency, which aims to maintain the cleanliness of the 

surrounding environment to prevent environmental damage caused by 

excessive use of plastic bags, which results in many losses caused by the 

negative impacts of excessive use of plastic bags. This study aims to describe 

how the implementation of the Tanah Datar Regent Regulation (PERBUP) 

No. 42 of 2018 concerning the Reduction of Plastic Bag Use in Lintau Buo 

District is reviewed from the perspective of siyasah tanfidziyah. This study is 

a field research with a qualitative descriptive approach. Data were collected 

using observation, interview, and documentation study methods. The research 

informants were the community in Lintau Buo District and business actors in 

2 (two) traditional markets in Lintau Buo District, and also the Tanah Datar 

Environmental Service (PERKIM-LH) as the authority to supervise the 

implementation of the policy in the community, while secondary sources are 

books, theses, and related journals. Data analysis was carried out using data 

classification, data reduction, and conclusion drawing methods. Based on the 

results of the study, it can be concluded that the implementation of the policy 

has indeed been carried out, as the authorities have implemented a strategy 

for the community so that the policy is implemented, although the 

program/strategy has not been perfectly implemented by the Environmental 

Service (PERKIM-LH), and the community's response is still less concerned 

about the importance of the policy regarding reducing the use of plastic bags. 

seen from the fact that many people still use disposable plastic bags to carry 

their shopping items when shopping at traditional markets. Review of siyasah 

tanfidziyah on the Implementation of Regent Regulation No. 42 of 2018 

Concerning Reducing the Use of Plastic Bags Case Study of Lintau Buo 

District is a regulation that has a positive impact on the environment, and of 

course should be obeyed by the surrounding community to achieve 

community welfare, as long as the regulations/policies made by the 

government do not deviate from Islamic law.  

Keywords: Perbup, Tanah Datar No. 42 of 2018, Siyasah Tanfidziyah 

Perspective.   
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ABSTRAK; Pemakaian kantong plastik secara berlebihan pada Kecamatan 

Lintau Buo, walaupun telah dibuatnya peraturan berkenaan pengurangan 

penggunaan kantong plastik pada Kabupaten Tanah Datar, yang mana 

peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar 

agar terjaga dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian dari 

kantong plastik berlebihan, yang mengakibatkan banyak kerugian yang 

disebabkan oleh dampak negarif pemakainan kantong plastik berlebihan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi 

Peraturan Bupati (PERBUP) Tanah Datar No.42 Tahun 2018 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Lintau Buo ditinjau 

dari prespektif siyasah tanfidziyah Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Adapun informan penelitiannya adalah masyarakat pada 

Kecamatan Lintau Buo dan pelaku usaha yang ada di 2 (dua) pasar tradisional 

di kecamatan Lintau Buo, dan juga Dinas (PERKIM-LH) Lingkungan Hidup 

Tanah sebagai pihak berwenang dalam mengawas untuk pelaksanaan 

kebijakan tersebut dalam masyarakat, sedangkan untuk sumber skunder 

adalah buku, skripsi, dan jurnal-jurnal terkait. Analisis data delakukan 

dengan metode klasifikasi data, reduksi data, dan penarikan Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan bahwa penerapan kebijakan 

tersebut memang sudah di jalankan, sebagaimana pihak yang berwenang 

sudah menjalankan strategi untuk masyarakat agar terjalannya kebijakan 

tersebut, walaupun program/strategi tersebut belum terlalu sempurna 

dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (PERKIM-LH), dan respon 

masyarakat masih kurang peduli akan pentingnya kebijakan berkenaan 

pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut. terlihat dari masih banyak 

masyarakat menggunakan kantong plastik sekali pakai untuk membawa 

barang belanjaannya saat berbelanja di pasar tradisional. Tinjauan siyasah 

tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 

Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Studi Kasus Kecamatan 

Lintau Buo merupakan peraturan yang memiliki tujuan yang berdampak 

positif bagi lingkungan, dan tentunya patut ditaati oleh masyarakat sekitar 

untuk mencapai. kesejahteraan masyarakat, selagi peraturan/kebijakan yang 

dibuat pemerintah tersebut tidak melenceng dari syari’at islam. 

Kata Kunci: Perbup, Tanah Datar No.42 Tahun 2018, Prespektif Siyasah 

Tanfidziyah. 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia ialah negeri atas masyarakat akan lumayan atast di bumi, atastnya 

masyarakat di Indonesia pengaruhi pesatnya pemakaian produk atas pembungkus plastik 

sekali gunakan. Konsumsi plastik sekali gunakan lalu menembus hendak jadi 
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permasalahan penimbunan kotor plastik, paling utama kantung plastik. Ketua pengolaan 

kotor serta Kementrian Area Hidup serta Kehutanan mengatakan jumlah kotor plastik di 

Indonesia lalu hadapi kelonjakan. Kantung plastik ialah salah satu benda berarti akan 

tidak dapat bebas dalam kehidupan tiap hari, akan dimana atas era dikala ini kantung 

plastik sendiri mempunyai banyak khasiat, semacam: pembungkus serta buat bawa benda 

belanjaan, bagus berbentuk santapan ataupun minuman serta pula berbentuk alat- alat 

ataupun materi- materi rumah tangga akan lain. 

Watak kantung plastik akan sekali gunakan menimbulkan persenan kotor atas 

kantung plastik sekali gunakan terus menjadi buas. Cocok atas Hukum Nomor. 18 Tahun 

2008 mengenai Pengolaan Kotor akan melaporkan kalau penurunan kotor bisa dicoba atas 

pangkal tampaknya kotor itu, perihal ini membuktikan kalau penurunan pemakaian 

plastik sekali gunakan ataupun kantung plastik bisa diawali atas diri tiap- tiap orang. 

Semacam kurangi pemakaian kotor plastik sekali gunakan. 

Konsumsi kantung plastik akan kelewatan pastinya hendak diiringi atas 

penimbunan kotor atas kantung plastik, perihal itu amat pengaruhi kontaminasi area, 

semacam: 

1) Pencemaran Hawa: Pembakaran kotor plastik bisa menciptakan gas berbisa akan 

bisa mencemari hawa. 2) Pencemaran Air: Kotor plastik akan dibuang asal- asalan bisa 

mencemari pangkal air sampai bisa mengusik ekosistem perairan. 3) Kehancuran Tanah: 

Kotor akan dibuang asal- asalan serta berantakan di atas tanah bisa mengganggu 

ekosistem tanah alhasil bisa mengusik ekosistem perkembangan tumbuhan. 4) Bahaya 

buat Binatang: Kotor plastik akan berantakan bisa menadi bahaya buat hewan- hewan 

buas, sampai bisa menimbulkan kematian buat hewan.1 

Bersumber atas informasi atas World Bank per- 2016 kotor plastik sendiri berhasil 

sampai 12% pengaruhi kontaminasi area, perihal itu mendesak kontaminasi area sampai 

70% atas Tahun 2050. Atas perihal ini, mendesak penguasa buat menghasilkan Hukum 

hal penurunan pemakaian kantung plastik sekali gunakan atas tujuan buat keamanan serta 

kebersihan area pastinya. Tetapi cocok atas peraturan perundang- undangan ialah Artikel 

1 buatan( 3) Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945( UUD NRI 1945), 

 
1 Ohs Consultant, Strategi Pengelolaan Sampah Panduan Praktis Buat Masyarakat Dan Pemerintah (Ohs 

Consultant, 2024). 
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akan bermuatan mengenai“ Peraturan apapun wajib dicoba cocok atas hukum”, artinya 

yakni tiap peraturan akan dilahirkan wajib dipatuhi. Dalam Peraturan itu bisa dikenal akan 

berfungsi aktif dalam tiap Peraturan akan dilahirkan yakni tiap- tiap orang itu sendiri. 

Tetapi atas dikala ini peraturan akan sudah dilahirkan sedang belum sempurna dalam 

bidang pelaksanaannya. Teruji dalam aplikasi hukum akan menyinggung mengenai 

penurunan pemakaian kantung plastik sekali gunakan sedang belum teralisasikan atas 

sempurna.2  

Pengurusan kotor di Indonesia sedang belum sempurna, serta sedang belum 

tertangani atas bagus. Riset Jenna Jambeck 2015 melaporkan kalau Indonesia mendiami 

tingkatan kedua bumi sehabis Tiongkok penghasil kotor plastik. 

Sebuatan wilayah di Indonesia( Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota) sudah 

mulai mempraktikkan penurunan keatas pemakaian kantung plastik sekali gunakan. 

Dalam Tetapan Dewan Agung( MA) No 29 P atau HUM atau 2019 menerangkan kalau 

Penguasa Wilayah mempunyai wewenang buat mencegah pemakaian plastik sekali 

gunakan, kotor plastik sekali gunakan mempunyai akibat akan kurang baik keatas area 

serta kesehatan warga, tidak hanya itu watak kotor atas kantung plastik akan susah buyar 

mempunyai akibat besar keatas kontaminasi area. 

Semacam Rezim Kabupaten Tanah Latar akan membuat suatu Peraturan akan 

bermaksud buat tingkatkan kebersihan di kabupaten itu, atas kurangi pemakaian kantung 

plastik. 

Usaha Rezim Tanah Latar tertuangkan dalam Peraturan Bupati No 42 Tahun 2018 

Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik. Dalam peraturan itu ada sebuatan 

tujuan dalam berdirinya peraturan itu ialah: Mencegah wilayah atas kontaminasi akan 

disebabkan oleh pengguanaan kantung plastik kelewatan, Melindungi kelestarian area 

hidup, Melindungi kesehatan warga atas akibat kecemaran area akan disebabkan oleh 

konsumsi kantung plastik kelewatan, Tingkatkan kedudukan warga dalam penurunan 

pemakaian kantung plastik. 

Selanjutnya informasi Timbulan Kotor kabupaten Tanah Latar tahun2024 

 
2 Muhammad Zulfan Hakim, “Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan,” 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 27, no. 4 (February 9, 2019): 111–12. 
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Gambar 1. Data Timbulan Sampah Kabupaten Tanah Datar buat SIPSN tahun 2024 

Dalam bagan di atas tercetak kalau timbulan kotor terbanyak awal yakni kotor 

berair akan disusul ke- dua oleh kotor plastik, perihal itu dapat terjalin sebab penindakan 

serta pengurusan kotor akan kurang menyeluruh di Kabupaten Tanah Latar, dan 

sedikitnya atensi warga dalam pemakaian kantung plastik kelewatan akan menyebabkan 

persenan kotor plastik bertambah.3 

Lintau Buo yakni salah satu kecamatan akan ada dalam rezim Kabupaten Tanah 

Latar. Area itu terdapat atas 0° 26’ 13’- 0° 33’ 59” LS serta 100° 43’ 42”- 100° 50’ 24” 

BT atas batasan area sisi Utara Kecamatan Lintau Buo Utara, sisi Selatan atas Kabupaten 

Sijunjung, sisi Barat atas Kecamatan Atasng Ganting, serta sisi Timur atas Kabupaten 

Sijunjung. Kecamatan Lintau Buo ialah salah satu kecamatan akan lumayan besar area 

serta penduduknya akan lumayan banyak. Atastnya masyarakat atas Kecamatan Lintau 

Buo membuat persenan kotor atas wilayah selingkup kecamatan ini bertambah, terkhusus 

atas wilayah pasar, terlebih aplikasi 2( 2) kali pasar konvensional dalam sepekan atas 

kecamatan ini membuat tidak terkendalinya konsumsi kantung plastik sekali gunakan atas 

Kecamatan Lintau Buo. Pasar itu bertempat di Nagari Buo akan Bernama pasar Pekan, 

serta pasar Jumat akan terdapat di Nagari Togo Jangko. Cocok namanya, kedua pasar 

trradisional ini bekerja cocok atas julukan hari atas pasar itu. Cocok atas kondisi akan 

lebih dahulu pengarang amati di alun- alun, atas dikala pasar bekerja sedang banyak atas 

warga dekat sedang memakai kantung plastik besar buat bawa benda belanjaan. 

Serta pengarang pula memandang di alun- alun kalau sehabis pasar bekerja 

persisnya atas hari sehabis beroperasinya pasar itu banyak berantakan kotor atas kantung 

plastik, Alhasil terjalin kenaikan kotor kantung plastik di wilayah pasar. 

Cocok dalam Artikel 66 Hukum Nomor. 32 Tahun 2009 Mengenai Proteksi serta 

Pengolaan Area Hidup( UUPPLH) akan disahkan atas bertepatan atas 3 Oktober 2009 

 
3 Yommi Dewilda and dkk, “Satuan Timbulan Dan Komposisi Sampah Domestik Kabupaten Tanah Datar,” 

Laboratorium Buangan Atast, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, 2014, 32. 
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oleh Kepala negara sendiri, Mentri serta HAM Republik Indonesia. Artikel 1 buatan( 2) 

atas hukum itu mengatakan kalau Proteksi serta Pengurusan Area Hidup yakni usaha akan 

amat analitis dalam melestarikan lingkunagn serta menghinatas terbentuknya kontaminasi 

ataupun kehancuran area, semacam perawatan, pengaturan, pemenfaatan, serta pula 

penegak hukum. Perihal itu bisa disimpulkan kalau dalam pelanggengan area tiap tiap- 

tiap orang berfungsi aktif dalam kontrol area supaya terbebas atas kehancuran akan 

diakibatkan oleh konsumsi kantung plastik berlebihan.4 

Bersumber atas tanya jawab bersama salah satu fitur nagari di Kecamatan Lintau 

Buo, salah satu usaha dalam penangkalan pemakaian kantung plastik kelewatan beberapa 

nagari- nagari atas Kecamatan Lintau Buo sudah terdapat melaksanakan sosialisai dalam 

usaha penurunan pemakaian kantung plastik kelewatan cocok atas Peraturan Bupati 

Tanah Latar No 42 Tahun 2018 Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik. Usaha 

akan dicoba oleh penguasa ini kayaknya belum sukses, nampak atas usaha akan dicoba 

belum terlaksanakan atas sempurna. Perihal itu ditaksir atas sedang banyaknya 

pemakaian kantung plastik besar buat bawa benda belanjaan di pasar- pasar. 

Dalam Islam, fiqh akan mangulas mengenai aplikasi perundang- undangan yakni 

fiqh siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah yakni buatan fiqh siyasah akan mangulas 

mengenai aplikasi hukum negeri akan dilahirkan oleh penguasa. Siyasah tanfidziyah 

buatan atas fiqh siyasah akan menekuni mengenai metode menata serta mengurus orang 

dalam berkehidupan akan arti serta pula dijauhkan atas keadaan akan mudharat, terpaut 

eksekutif hukum, rancangan ketatanegaraan modern serta pula badan eksekutif.5 

Taat dalam aturan pemerintah buat islam dikatakan dalam ayat Al-Qur’an yaitu 

terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 59   

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْتمُْ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ   يايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ ِ وَالرَّ وْهُ اِلىَ اللّٰه فيِْ شَيْءٍ فَرُدُّ

احَْسَنُ تأَوِْيْلً  خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيَوْمِ الْْٰ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ࣖ ۝٥  

 
4 Wartiningsih Muftia Nisaul Hikmah, “Efektifitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Terhadap Perlindungan Aktifis Lingkungan,” Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 

1 (2019): 178–79. 
5 Rudi Santoso, Okta Aldiansyah, and dkk, “Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Pasal 14 (A) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Presfektif 

Siyasah Tanfidziyah,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol.22, no. No.2 (2024): 

176–88. 
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Maksudnya:“ Aduhai banyak orang akan beragama, taatilah Allah serta taatilah 

Rasul( Rasul Muhammad) dan ulilamri( pemegang kewenangan) di antara kalian. 

Bila kalian berlainan opini mengenai suatu, kembalikanlah atas Allah( Al- Qur’ an) 

serta Rasul( sunahnya) bila kalian beragama atas Allah serta hari Akhir. Akan begitu 

itu lebih bagus( buatmu) serta lebih baik akhirnya( di bumi serta di alam baka)” 

Dalam buatan di atas mengatakan kalau mematuhi ketentuan akan dikeluarkan 

Penguasa itu harus ketika Peraturan akan terbuat tidak melanggar arti buat islam. 

Rosulullah SAW pula sudah mengatakan kalau“ Kebersihan Beberapa atas Kepercayaan”, 

Atas salah satu ketentuan akan terbuat oleh Bupati Tanah Latar( PERBUP) Nomor. 42 

Tahun 2018 Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik menginstruksikan kalau 

kurangi pemakaian kantung plastik akan tidak hanya bermaksud buat kesehatan, 

Peraturan ini pula bermaksud buat melindungi kebersihan area dekat akan diakibatkan 

oleh pemakaian kantung plastik sekali gunakan akan kelewatan. Dalam perihal ini 

memanglah diperlukan keinginan atas warga sendiri buat mempraktikkan peraturan akan 

sudah di buat, tanpa pemahaman warga hingga tujuan akan mau di peroleh atas peraturan 

akan terbuat tidak hendak diterima Rasul Muhammad SAW menerangkan: 

 عَلىَالْمَرْءِالْمُسْلِمِ،فيِمَاأحََبَّوَكَرِهَ،مَالَمْيؤُْمَرْبِمَعْصِيَةٍ،فإَِذاَأمُِرَبِمَعْصِيَةٍفلَاَسَمْعوََلاطََاعَةَ 

Maksudnya:“ Seseorang Mukmin harus mengikuti serta patuh dalam masalah akan 

ia gemari ataupun benci sepanjang tidak diperintahkan buat bermaksiat. Bila 

diperintahkan buat bermaksiat, hingga tidak terdapat peranan mengikuti serta 

patuh.”( Riwayat al- Bukhari)” 

Dalam hadits ini Rasul Muhammad SAW menginstruksikan kita buat menjajaki 

ketentuan akan sudah diresmikan andaikan bagus buat diiringi. Terjadinya hukum ini 

supaya terciptanya warga akan segar serta aman, dan menjauhi akibat minus pemakaian 

kantung plastik akan kelewatan. Selaku negeri akan berdasar atas agama, syariat islam 

melaporkan kalau pemahaman dalam melaksanakan suatu bisa mencuat atas orang itu 

sendiri. 

Riset ini bermaksud buat mengenali gimana Aplikasi Peraturan Bupati( PERBUP) 

Tanah Latar No 42 Tahun 2018 Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik 
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terkhusus di Kecamatan Lintau Buo. Sepanjang mana peraturan ini terselenggara oleh 

warga, dan gimana pemikiran fiqh siyasah keatas aplikasi peraturan ini. 

Bersumber atas penjelasan akan dipaparkan di atas, pengarang terpikat buat 

menelaah lebih jauh mengenai Aplikasi Peraturan Bupati( PERBUP) Tanah Latar No 42 

Tahun 2018 mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik terkhusus di Kecamatan 

Lintau Buo. Di Kecamatan Lintau Buo sendiri sedang nampak berantakan kotor atas 

kantung plastik, serta warga sendiri sedang belum mempunyai pemahaman penuh dalam 

hukum itu. buat itu pengarang terpikat buat mempelajari perihal itu dalam buatan objektif 

ide riset akan bertajuk:“ Aplikasi Peraturan Bupati( BERBUP) Tanah Latar Nomor. 42 

Tahun 2018 Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik Ditinjau atas Persfektif 

Fiqh Siyasah Tanfidziyah Riset Permasalahan Kecamatan Lintau Buo”. 

METODE PENELITIAN   

Riset ini ialah riset alun- alun( field research) atas pendekatan deskriptif kualitatif. 

Informasi digabungkan atas memakai tata cara pemantauan, tanya jawab, serta riset 

pemilihan. Ada pula informan penelitiannya yakni warga atas Kecamatan Lintau Buo 

serta pelakon upaya akan terdapat di 2( 2) pasar konvensional di kecamatan Lintau Buo, 

serta pula Biro( PERKIM- LH) Area Hidup Tanah selaku pihak berhak dalam mengawas 

buat penerapan kebijaksanaan itu dalam warga, sebaliknya buat pangkal skunder yakni 

novel, skripsi, serta jurnal- jurnal terpaut. Analisa informasi delakukan atas tata cara 

pengelompokan informasi, pengurangan informasi, serta pencabutan Kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perbub No. 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 

Studi Kasus Kecamatan Lintau Buo 

1. Pengertian PERBUB No. 42 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik 

Peraturan Bupati ialah salah satu wujud Peraturan Wilayah akan dibangun oleh 

Badan Perwakilan Orang Wilayah( DPRD) Kabupaten ataupun Kota atas persetujuan 

bersama Bupati ataupun Walikota selaku kepala wilayah. Peraturan Wilayah sendiri yakni 

produk hukum akan berperan selaku instrumen penajaan independensi wilayah serta 
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bermaksud buat menata dan mensejahterakan warga di area provinsi, kabupaten, ataupun 

kota cocok atas wewenang akan diserahkan oleh hukum. 

Dalam kondisi Peraturan Bupati Tanah Latar No 42 Tahun 2018 mengenai 

Penurunan Pemakaian Kantung Plastik, ini ialah kebijaksanaan penguasa wilayah akan 

bermaksud buat kurangi akibat minus pemakaian kantung plastik akan susah buyar serta 

berpotensi mencemari area. 

Peraturan ini mendeskripsikan kantung plastik, kantung plastik tidak ramah area, 

serta benda pengganti kantung plastik akan ramah area ataupun kantung permanen akan 

bisa dipakai kesekian kali serta gampang buyar. 

Kebijaksanaan ini menekankan kedudukan aktif pelakon upaya serta warga dalam 

kurangi pemakaian kantung plastik. Warga mempunyai hak serta peluang besar buat ikut 

serta aktif, misalnya atas bawa tas berbelanja sendiri, akan ialah buatan atas sikap 

terencana akan didorong oleh penguasa lewat pemasyarakatan serta aktivitas bimbingan 

semacam kampanye serta talk show.. 

Tetapi, aplikasi Peraturan Bupati ini belum maksimal. Aspek penghalang penting 

yakni minimnya penataran pembibitan buat aparat eksekutif, kedudukan dan warga akan 

belum aktif, serta keterbatasan pembiayaan. Oleh sebab itu, kesuksesan kebijaksanaan ini 

amat tergantung atas kerja sama antara penguasa, pelakon upaya, serta warga supaya 

penurunan pemakaian kantung plastik bisa terselenggara atas cara efisien buat kelestarian 

area serta keselamatan warga di Kabupaten Tanah Datar. 

2. Latar Belakang Lahirnya PERBUB No. 42 Tentang Pengurangan Penggunaan 

Kantong Plastik 

Asal usul pembuatan peraturan di Indonesia membuktikan kalau peraturan lahir 

serta bertumbuh atas Kerutinan warga akan berdasarkan atas nilai- nilai idiologis akan 

kokoh. Penguasa senantiasa berusaha menata kehidupan warga atas cara rukun serta tertib 

cocok keinginan serta harapan warga. Dalam kondisi area hidup, kasus kotor, spesialnya 

kotor plastik, jadi salah satu tantangan sungguh- sungguh akan wajib dialami sebab akibat 

negatifnya akan amat besar, semacam kehancuran area serta kendala kesehatan orang. 

Peraturan Bupati Tanah Latar Nomor. 42 Tahun 2018 mengenai Penurunan 

Pemakaian Kantung Plastik ialah tahap penting penguasa wilayah buat menanggulangi 

kasus itu. Peraturan ini menata hak, peranan, serta pantangan akan wajib dipatuhi warga 
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buat kurangi pemakaian kantung plastik akan susah buyar serta berpotensi mengganggu 

area. 

Atas terdapatnya peraturan ini, diharapkan warga bisa ikut serta aktif dalam 

melindungi kebersihan, kesehatan, serta keelokan area, sekalian meminimalisir 

ketergantungan keatas kantung plastik buat keberlangsungan area akan lebih bagus buat 

angkatan kelak.. 

Kerangka balik terciptanya PERBUB Nomor. 42 mengenai penurunan pemakaian 

kantung plastik pastinya dikemukakan buat menghinatas atas akibat negative akan 

diperoleh bila memakai kantung plastik kelewatan. Dalam perihal itu lahirnya peraturan- 

peraturan akan terpaut dalam kontrol kelestarian area hidup ditujukan buat atau tidak 

hanya dalam bagan melindungi kelastarian area hidup perihal ini pula diharapkan bisa 

meningkatkan pemahaman Warga buat menciptakan area akan bersih serta segar. 

Tidak hanya itu terciptanya peraturan ini pula dilatar belakangi oleh sedang 

banyaknya berantakan kotor atas kantung plastik selingkup daerah mendesak terciptanya 

peraturan hal penurunan pemakaian kantung plastik.  

3. Dasar Hukum PERBUB No. 42 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik 

Bawah hukum ialah alas penting akan jadi alas buat terciptanya serta berlakunya 

sesuatu peraturan, tercantum Peraturan Bupati( PERBUB) Nomor. 42 Tahun 2018 

mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik. Peraturan ini dibentuk atas bermacam 

alas hukum akan kokoh serta relevan, mulai atas Hukum akan menata pembuatan wilayah 

bebas, pengurusan kotor, proteksi serta pengurusan area hidup, sampai wewenang 

penguasa wilayah dalam melaksanakan hal rezim. 

Hukum No 12 Tahun 1956 membuatkan bawah buat kabupaten buat menata hal 

akan berhubungan atas area serta sosial, sedangkan Hukum No 18 Tahun 2008 serta 

Peraturan Penguasa No 81 Tahun 2012 menata atas cara rinci wewenang serta aturan 

mengurus pengurusan kotor oleh penguasa wilayah. Tidak hanya itu, Hukum No 32 

Tahun 2009 menerangkan berartinya kedudukan orang serta warga dalam melindungi 

kelestarian area hidup. Hukum No 23 Tahun 2014 mempertegas kedudukan kepala 

wilayah selaku atasan penerapan hal penguasa wilayah, tercantum pengurusan kotor serta 

area.. 
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Peraturan Kepala negara No 97 Tahun 2017 pula jadi referensi penting nasional 

dalam pengurusan kotor rumah tangga serta kotor sejenisnya, akan jadi bawah buat 

kebijaksanaan wilayah dalam kurangi pemakaian kantung plastic. Atas begitu, PERBUB 

Nomor. 42 Tahun 2018 tidak berdiri sendiri, melainkan ialah aplikasi atas bermacam 

regulasi serta kebijaksanaan nasional akan silih mensupport buat menciptakan 

pengurusan area akan lebih bagus serta berkepanjangan di Kabupaten Tanah Latar.. 

Peraturan Wilayah Kabupaten Tanah Latar No 3 Tahun 2010 mengenai Proteksi 

serta Pengurusan Area Hidup( Kepingan Wilayah Kabupaten Tanah Latar Tahun 2011 No 

1 Seri E), 

Hukum di atas tercetak atas Kopian peraturan bupati serta pula jadi prinsip serta 

bawah hukum terciptanya Peraturan Bupati Tanah Latar Nomor. 42 Tahun 2018 

Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik. 

4. Tujuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik  

Pembuatan peraturan perundang- undangan akan bagus amat berarti buat 

menghasilkan aturan mengurus negeri akan efisien serta teratur. Cara pembuatan 

peraturan wajib didasarkan atas dasar akan betul, semacam tujuan akan nyata, 

kelembagaan pembuat akan pas, dan modul akan relevan serta bisa dilaksanakan atas 

bagus. Tujuan penting atas peraturan yakni menata warga supaya mempunyai tindakan 

serta sikap akan terencana serta berprinsip. 

Peraturan Bupati Tanah Latar Nomor. 42 Tahun 2018 mengenai Penurunan 

Pemakaian Kantung Plastik terbuat atas tujuan akan nyata, ialah: 1) Mencegah wilayah 

atas kehancuran area dampak pemakaian kantung plastik kelewatan. 2) Menciptakan 

keamanan, kesehatan, serta kehidupan warga atas bahaya kontaminasi serta kehancuran 

area. 3) Melindungi kelestarian serta guna area hidup. 4) Mendesak angkatan era depan 

supaya tidak tergantung atas kantung plastik. 5) Tingkatkan kedudukan aktif warga dalam 

kurangi pemakaian kantung plastic. 

Dalam penerapan peraturan ini, kedudukan dan warga amat berarti supaya tujuan 

itu bisa berhasil atas cara efisien. Pengawasan serta penerapan peraturan ini jadi tanggung 

jawab Biro Area Hidup( DLH) Kabupaten Tanah Latar, akan mempunyai kewajiban 

antara lain: 1) Menumbuhkembangkan serta tingkatkan pemahaman warga buat kurangi 

pemakaian kantung plastik. 2) Menyediakan serta melakukan usaha penurunan 
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pemakaian kantung plastik. 3) Mengkoordinasikan keterpaduan antara fitur wilayah, 

warga, serta bumi upaya dalam penurunan pemakaian kantung plastik. 

DLH pula mempunyai wewenang buat memutuskan kebijaksanaan serta strategi 

spesial buat menarik kesertaan warga, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 

penilaian teratur keatas pelakon upaya akan sediakan kantung plastik. Salah satu usaha 

akan diaplikasikan yakni meminta penurunan kantung plastik selaku buatan atas 

perizinan upaya. 

Tetapi, dalam praktiknya, aplikasi peraturan ini sedang mengalami tantangan, 

paling utama di pasar konvensional, di mana pemakaian kantung plastik sekali gunakan 

sedang amat besar serta warga mengarah kurang siuman buat bawa tas berbelanja sendiri. 

Perihal ini membuktikan perlunya kenaikan pemasyarakatan serta bimbingan supaya 

pemahaman warga bisa berkembang serta peraturan bisa diaplikasikan atas cara optimal. 

Konsep Fiqh Siyasah Tanfidziah 

Fiqh siyasah ialah ilmu akan mangulas mengenai metode mengatur suatu negeri 

atas diciptakannya hukum serta peraturan akan lain akan pastinya cocok atas rancangan 

islam. 

Syasah tanfidziyah akan melingkupi aspek kehidupan akan amat besar serta 

lingkungan. Sekalipun begitu, ada sebuatan wujud kewenangan khusus( Al- Sultah 

Tanfidziyah) ialah rancangan akan tercantum didalamnya perkara imamah, perkara bai’ 

ah, wuzarah, serta perkara ahlul halli wal aqdi ialah selaku selanjutnya: 1) Perkara 

imamah atau pemimpin: Imamah pula kerap diucap khalifah, ialah penguasa ataupun 

atasan paling tinggi orang. Tutur pemimpin pula dipakai buat orang akan menata faedah 

suatu buat mengetuai gerombolan, serta pula buat guna akan lain 2) Perkara bai’ at: 

Rancangan bai’ ah atas cara etimologi yakni“ berkomitmen buat patuh”. 3) Rancangan 

wizara: seseorang wazir membahu bobot berbentuk tugas- tugas kenegaraan akan berat. 

Keatasnya dilimpahkan Beberapa kebijaksanaan penguasa serta pula penerapannya. 4) 

Rancangan Allul Halli wa al- Aqli yakni banyak orang akan memiliki wewenang buat 

meringankan serta mengikat( mengurai). 

Adpun pangkal hukum siyasah tanfidziyah: 1) Al- Qur’ an ialah pangkal utama 

penting buat pemeluk islam akan jadi bawah dalam memastikan hukum. Al- qur’ an yakni 

kalam Allah akan berisikan firman- firman Allah serta berisikan bermacam berbagai 
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hukum di dalamnya. Al- Qur’ an dipercayai diturunkan oleh Allah serta dikira bersih. 

Pemeluk mukmin juga diharuskan buat mengakuinya buat pondasi seluruh berbagai 

superstruktur islam. 2) Hadist ialah pangkal hukum kedua sehabis Al- Qur’ an, serta ialah 

kedudukan berarti dalam menarangkan serta pula merincikan bermacam pandangan akan 

pastinya tidak bisa dipaparkan dalam Al- Qur’ an. Ada pula hadist akan diriwayatkan oleh 

mukmin akan mangulas mengenai mentaati atasan, 3) Ra’ yu( Akal) mempunyai 

kedudukan atas warga sendiri akan hendak melaksanakan peraturan itu, warga akan 

mempunyai patokan akan diartikan disini ialah akan mempunyai ide, fikiran, serta akal 

akan segar buat melaksanakan peraturan itu. 4) Ijma’ ialah hujah akan bertabiat qath’ i( 

tentu). Maksudnya ijma’ ialah bawah atas penentuan hukum akan bertabiat mengikat serta 

harus serta pula diamalkan. 

Prinsip- prinsip siyasah mencakup kesamarataan, kepemimpinan akan tepercaya, 

keselamatan biasa, serta kesertaan rakyat.6 

Presfektif Siyasah Tanfidziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) 

Tanah Datar No 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 

Di Kecamatan Lintau Buo 

1. Pelaksanaan (PERBUP) Tanah Datar No.42 Tahun 2018 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Lintau Buo 

 

Gambar 2. Data Timbulan Sampah Kabupaten Tanah Datar buat SIPSN tahun 2024 

Data timbulan sampah di atas yakni data timbulan sampah setiap Kabupaten Tanah 

Datar termasuk Kecamatan Lintau Buo, data di atas memperlihatkan bahwa timbulan 

sampah lebih tinggi atas atas persen pengurangannya dan juga penanganannya. 

 

 

 
6 Siti Nor Asma, “Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam,” Jernal Hukum Islam Dan Kebijakan 

vol.1, no. 2 (2024): 35. 
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Tabel 1. Data pertumbuhan penduduk atas Kecamatan Lintau Buo di tahun 2024 

No Data Pertumbuhan Penduduk 

Atas Kecamatan Lintau Buo 

di Tahun 2024 

1 Jumlah 

Penduduk 

(Ribu) 

20,6 

2 Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk Per-

Tahun 

1,45 

3 Persentase 

Penduduk 

5,36 

4 Keatastan 

Penduduk Per- 

Km Persegi 

(Km2) 

5 

5 Rasio Jenis 

Kelamin 

Pendudeuk 

100,7 

Cocok atas bagan di atas perkembangan masyarakat bisa disimpulkan kalau 

pertumbukan masyarakat akan cepat atas kecamatan Lintau Buo itu bisa pula jadi alibi 

dalam timbulan kotor atas cara atast serta selalu dalam kecamatan itu. 

Sebuatan pelakon upaya belum mengenali peraturan itu, serta atas perihal itu jadi 

alibi buat pelakon upaya sedang sediakan kantung plastik selaku media buat warga 

ataupun konsumen buat dipakai selaku kantung berbelanja supaya pelakon upaya dapat 

memperoleh sedikit profit atas hasil menjual kantung plastik akan biayanya lebih 

terjangkau. Sementara itu bila difikir- fikir balik, membeli kantung berbelanja akan ramah 

area semacam tas- tas rajut, tas dibuat atas bambu, serta banyak materi ramah area akan 

lain lebih mrnguntungkan serta terjangkau, tidak cuma sekali gunakan saja, bisa dipakai 

lebih lama dibanding kantung plastik akan cuma sekali gunakan. 

Sebuatan warga belum sangat ketahui mengenai terdapatnya kebijaksanaan bupati 

itu, serta pula atas hasil tanya jawab itu teruji kalau kesertaan warga akan kurang aktif 

disebabkan kurang mengenali kebijaksanaan itu, karenanya sedang banyak atas warga 

akan memakai kantung plastik besar di pasar- pasar konvensional. Di mana ada dalam 

Artikel 16 buatan( 1) menarangkan kalau: 

“ warga mempunyai hak serta peluang akan serupa seluas- luasnya buat berfungsi 

aktif serta membersamai dalam penurunan pemakaian kantung plastik.” 
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Artikel di atas mengatakan kalau warga pula memiliki peranan penuh buat turun 

serta turut berperan dalam mempraktikkan kebijaksanaan itu, alasannya pemahaman 

warga dalam aplikasi kebijaksanaan ini bisa menolong lebih maksimal dalam 

kemampuan kebijaksanaan itu. 

Dalam tiap dibuatnya suatu peraturan pastinya mempunyai tujuan akan nyata ialah 

buat menuntaskan tiap kasus akan terdapat lebih dahulu atas warga, atas perihal itu bisa 

jadi alibi dalam terciptanya suatu peraturan. Atas impian terciptanya peraturan itu kasus 

akan mencuat bisa terkendali cocok atas akan diharapkan. Perihal itu pula dipaparkan 

dalam Peraturan Bupati( PERBUP) Nomor. 42 Tahun 2018 mengenai penurunan 

pemakaian kantung plastik ialah dalam bagan menciptakan area akan leluasa atas 

kontaminasi akan disebabkan oleh konsumsi kantung plastik kelewatan. Berikutnya 

dalam perihal semacam ini pastinya diharapkan yakni kejelasan atas parasut hukum akan 

menata, atas terdapatnya kejelasan tanggung jawab serta wewenang penguasa, dan 

kedudukan warga serta pula pelakon upaya selaku fasilitator kantung plastik, atas 

sedemikian itu penurunan semacam akan diharapkan hendak berjalan atas proposional, 

efisien serta pula berdaya guna. 

Tetapi, dalam tanya jawab lebih dahulu mencuat pula persoalan terkini, apakah 

warga sudah faham hendak perihal itu? serta apakah pihak atas Biro Area Hidup( 

PERKIM- LH) Tanah Latar sudah melaksanakan pemasyarakatan terpaut perihal itu atas 

warga. Buat menanggapi perihal itu pengarang menggali data atas melaksanakan tanya 

jawab atas pihak atas Biro Area Hidup( PERKIM- LH) Kabupaten Tanah Latar, 

selanjutnya pengarang uraikan hasil tanya jawab atas Ibuk Bidaatas Astuti S. T( 48 tahun) 

akan berprofesi selaku Kepala Saksi Pengurusan Kotor serta Kotoran B3 Biro PERKIM- 

Lingkungan Hidup Tanah Latar. 

Biro Area Hidup( PERKIM- LH) Tanah Latar sudah berusaha supaya program akan 

mereka jalankan bisa terlaksanakan atas bagus di area warga supaya kebiasan atas 

konsumsi kantung plastik kelewatan itu bisa sedikit menurun. Sebab buat permasalahan 

kotor kantung plastik akan diartikan dalam kebijaksanaan itu wajib diawali atas pola 

penindakan akan bagus atas diri tiap- tiap orang sendiri atau warga dibantu oleh penguasa 

atas program- program akan sudah didesain atau direncanakan. 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk


JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN 

Vol 6, No 4, Tahun 2025  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk  

153 

Penguasa atas Kabupaten Tanah Latar telah berupaya memaksimalkan buat 

terjalankannya PERBUP itu, meski pengoptimalan ataupun strategi akan terbuat sedang 

berdikit- dikit serta belum sempurna, tetapi diharapkan atas terjadinya( satgas) evektif 

akan terkini di buat tahun ini bisa menghasilkan hasil akan lebih efektig lagi.  

2. Persfektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati 

(PERBUP) Tanah Datar No. 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Lintau Buo 

Ada pula buatan akan berhubungan atas ketaatan atas atasan, akan pastinya terpaut 

atas siyasah tanfidziyah ialah ada atas Q. S An- Nisa buatan 59: 

فاَِنْتنََازَعْتمُْفِيْشَيْءٍ  سُوْلوََاوُلِىالْاَمْرِمِنْكُمْْۚ ااطَِيْعوُااللّٰهَوَاطَِيْعوُاالرَّ نْكُنْتمُْتؤُْمِنوُْنبَاِللّٰهِوَاياايَُّهَاالَّذِيْناَٰمَنوُْْٓ سُوْلِاِ فرَُدُّوْهاُِلَىاللّٰهِوَالرَّ

 
ࣖ
احَْسَنتُأَوِْيْلاا ذٰلِكَخَيْرٌوَّ خِرِِۗ ٥٩۝لْيوَْمِالْاٰ  

Maksudnya:“ Aduhai banyak orang akan beragama, taatilah Allah serta taatilah 

Rasul( Rasul Muhammad) dan ululamri( pemegang kewenangan) di antara kalian. Bila 

kalian berlainan opini mengenai suatu, kembalikanlah atas Allah( Al- Qur’ an) serta 

Rasul( sunahnya) bila kalian beragama atas Allah serta hari Akhir. Akan begitu itu lebih 

bagus( buatmu) serta lebih baik akhirnya( di bumi serta di alam baka).” 

Atas buatan di atas bisa disimpulkan bahwasannya Allah SWT sudah memusatkan 

orang buat patuh atas atasan serta ketentuan akan dibuatnya, ketika ketentuan itu tidak 

menyesatkan atas anutan Al- Qur’ an serta Al- Hadist. Serta bila anutan atas atasan itu 

menyesatkan sampai terjalin bentrokan hingga wajib Balik atas Allah SWT serta Rasul( 

Balik atas Al- Qur’ an serta Perkataan nabi). 

Tetapi, merujuk atas Peraturan Bupati Tanah Latar Nomor. 42 Tahun 2018 

Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik itu akan diempuh tugaskan atas Biro 

Area Hidup( PERKIM- LH) Tanah Latar, akan bermaksud buat melestarikan area hidup 

serta pastinya hirau hendak kesehatan warga, supaya terwujudnya area akan bersih serta 

segar. 

Selaku mana sabda Allah SWT mengenai berartinya kebersihan akan ada dalam Q. 

S Al- Qur’ an ialah ada dalam pesan Al- Baqarah buatan 222: 

رِيْنَ  ابيِْنوََيحُِبُّالْمُتطََه ِ ۝٢٢٢انَِّاللّٰهَيحُِبُّالتَّوَّ … 
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Maksudnya:“ Sebetulnya Allah menggemari banyak orang akan bertobat serta 

menggemari banyak orang akan memberkati diri.” 

Serta pula ada pula hadist akan menata mengenai kebersihan area ialah selaku 

selanjutnya: 

لِاسْلاَمُنظَِيْففٌتَنَظََّفوُْافاَِنَّهُلاَيدَْخُلُالْجَنَّةَاِلاَّنظَِيْفٌ ا    

Maksudnya:“ Agama Islam yakni agama akan bersih serta bersih. Sebab itu kalian 

wajib melindungi kebersihan. Hingga sebetulnya tidak hendak masuk kaakanan 

melainkan cuma banyak orang akan bersih.”( HR. Al- Baihaqi). 

Buatan Al- Qur’ an serta Hadist di atas melukiskan bahwasannya berarti buat 

melindungi kebersihan area serta perihal akan menimbulkan area jadi tidak terpelihara. 

Sebab kebersihan ialah Beberapa atas kepercayaan, serta Allah SWT pula menggemari 

perihal akan bagus, bersih, serta pula agung. Buat itu kita selaku pemeluk islam wajib 

mempunyai watak akan sedemikian pula, tercantum dalam perihal kebersihan serta pula 

melindungi area. Dalam perihal ini warga mempunyai peranan dalam melindungi seluruh 

suatu akan menimbulkan alam jadi cacat ataupun kotor akan diakibatkan oleh kotor, 

semacam kotor akan susah buyar ialah kotor plastik. Perihal itu bisa dicoba warga atas 

metode kurangi pemakaian kantung plastik kelewatan. 

Serta bila berdialog hal hak serta pula peranan atas warga, peranan atas penguasa 

pula wajib mensupport, begitu juga Biro Area Hidup( PERKIM- LH) Tanah Latar 

mempraktikkan sistem atas Peraturan Bupati Tanah Latar Nomor. 42 Tahun 2018 

Mengenai Penurunan Pemakaian Kantung Plastik 

Biro Area Hidup( PERKIM- LH) Tanah Latar sudah melaksanakan kewajibannya 

atas perihal akan cocok atas Artikel 12 buatan( 2) graf d tetapi perihal tersbut tidak 

lumayan apalagi tidak sangat terjalankan atas sempurna, atas begitu Biro Area Hidup( 

PERKIM- LH) Tanah Latar membuat strategi akan diharapkan bisa menghasilkan hasil, 

strategi akan diartikan yakni( 3R) serta pula akan akan lain akan tidak cuma bermaksud 

buat kotor plastik tetapi pula kotor anorganik, ialah selaku selanjutnya: 

1. Penurunan( Reduce) a) Menguatkan bimbingan atas warga mengenai berartinya 

kurangi pemakaian kantung plastik sekali gunakan, semacam: kantung plastik 

berbelanja, isapan, serta media santapan plastik) b) Mendesak pemakaian pengganti 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk


JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN 

Vol 6, No 4, Tahun 2025  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk  

155 

ramah lingkungn, semacam: kantung berbelanja kain, serta pula media santapan 

berbahan alami 

2. Pemakaian Balik( Rause) a) Menghasilkan kesempatan buat warga buat memakai 

Balik kotor plastik akan sedang pantas b) Mendesak pemakaian kotor plastik dalam 

aktivitas inovatif, semacam membuat buatan seni 

3. Siklus Balik( Recycle) a) Memfasilitaskan penentuan kotor plastik di Tingkatan 

rumah tangga serta komunitas b) Tingkatkan bangk kotor serta sistem pengurusan 

kotor berintegrasi buat pengurusan kotor plastik, serta pula siklus balik c) 

Mendesak inovasi dalam strategi dalam siklus balik, semacam pemakaian AI serta 

pula mechine learning atas tujuan penentuan kotor akan otomatis d) Menghasilkan 

kesempatan upaya berplatform siklus balik kotor plastik 

4. Program( Satu Nagari Satu Bank Kotor) a) Tingkatkan jumlah serta mutu bank 

kotor di tiap nagari( dusun adat) b) Membenarkan bank kotor menyambut kotor 

anorganik, tercantum kotor plastik, serta bisa mencernanya cocok atas standar akan 

pas c) Membuatkan bimbingan serta pemasyarakatan atas warga mengenai menfaat 

kotor serta metode kegiatan pengurusan kotor. 

5. Tingkatkan jasa pengangkutan kotor a) Tingkatkan kemampuan pengangkutan 

kotor, spesialnya sepanjang priode prei serta pula dikala kunjungan turis, buat 

melindungi kebersihan area b) Membenarkan kotor akan digabungkan bisa diolah 

atas bagus di sarana pengurusan kotor akan ada. 

Dalam strategi itu sedang dibutuhkan anggaran akan cukup banyak serta pula 

penataran pembibitan atas warga, tetapi pihak atas Biro area Hidup telah mempraktikkan 

strategi itu meski belum sangat maksimal. Atas mempraktikkan strategi itu, Biro Area 

Hidup( PERKIM- LH) Tanah Latar diharapkan bisa atas cara penting kurangi dampah 

negative atas kotor plastik keatas area serta tingkatkan mutu hidup warga. Atas upaya atas 

penguasa itu pastinya pula menginginkan atensi warga. 

Atas kenyataannya, kala pengarang melaksanakan tanya jawab atas sebuatan warga 

Kecamatan Lintau Buo begitu juga akan sudah diulas atas ulasan lebih dahulu, pengarang 

menciptakan sedang banyak atas warga Kecamatan Lintau Buo memakai kantung plastik 

buat membeli- beli atas alibi belum mengenali kebijaksanaan itu serta pula lebih 

sederhana serta tidak repot bawa- bawa tas berbelanja atas rumah. perihal itu pastinya 
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berlawanan atas kebijaksanaan akan sudah terbuat, atas upaya akan dicoba oleh penguasa 

atas teraplikasikannya strategi akan dilangsungkan Biro Linas Area Hidup akan begitu 

juga terjawab dalam tanya jawab lebih dahulu meski minimnya anggaran atas penguasa. 

Tetapi penguasa telah berusaha supaya kebijaksanaan itu terjalankan atas sempurna atas 

strategi- strategi akan telah terdapat. Bila perihal semacam ini terjalin selalu atas warga 

tidak sangat mengenali bertepatan atas metode pengurangannya, hingga dicemaskan 

kotor atas kantung plastik bisa menumpuk serta memunculkan permasalahan area 

semacam akan dicemaskan, semacam: banjir, tanah gugur, serta lain serupanya akan 

disebabkan oleh kehancuran area. 

Begitu juga sabda allah bertepatan atas pantangan membuat kehancuran di alam 

ada dalam Q. S Al- A’ raaf buatan 56: 

ناَلْمُحْسِنيِْنَ  طَمَعااِۗانَِّرَحْمَتاَللّٰهِقرَِيْبٌمِ  ۝٥٦وَلَاتفُْسِدُوْافىِالْارَْضِبَعْدَاصِْلَاحِهَاوَادْعُوْهخَُوْفااوَّ  

Maksudnya:“ janganlah anda membuat kehancuran di alam sehabis diatur atas 

bagus. Berdoalah keatas- nya atas rasa khawatir serta penuh minta. Sebetulnya Belas 

kasihan Allah amat dekat atas banyak orang beragama” 

Bersumber atas buatan di atas, Allah SWT pastinya mencegah melakukan 

kehancuran di wajah alam serta pula keadaan akan bisa mengusik kelestarian area. Atas 

menancapkan rasa khawatir atas siksaan- nya, sebab sesuangguhnya Belas kasihan Allah 

SWT senantiasa dalam banyak orang akan melakukan kebaikan serta pula menghinatas 

larangannya. Sebetulnya melindungi area serta tidak merusaknya ialah salah satu peranan 

buat pemeluk orang, serta pula mengikuti perintah khalifah atau atasan dalam melindungi 

area atas mengikuti seluruh perintah ataupun kebijaksanaan akan sudah terbuat. Sebab 

sebetulnya kedudukan khalifah atau atasan di alam yakni buat memajukan alam, serta 

pastinya perintah wajib cocok pula atas syariat islam. 

KESIMPULAN  

1. Aplikasi Peraturan Bupati( PERBUP) Tanah latar Nomor. 42 Tahun 2018 Mengenai 

Penurunan Pemakaian Kantung Plastik sedang belum terjalankan atas maksimal 

oleh warga, meski pihak penguasa akan berhak ialah Biro Area Hidup( PERKIM- 

LH) Tanah Latar telah melaksanakan strategi spesial buat perupayaan penurunan 

itu atas strategi- strategi akan telah terdapat atas melaksanakan penataran 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk


JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN 

Vol 6, No 4, Tahun 2025  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk  

157 

pembibitan buat program akan telah didesain oleh Biro Area Hidup. program itu 

semacam( 3R) Penurunan( Reduce), Kenggunaan Balik( Reuse), Siklus Balik( 

Recycle), serta pula terdapat pula program“ Satu Nagari Satu Bank Kotor”, serta 

Kenaikan Jasa Pengangkutan Bank Kotor. Meski program itu belum sangat 

sempurna terjalankan sebab keterbatasan bayaran, tetapi pihak penguasa telah 

lumayan berusaha buat terjalankannya kebijaksanaan itu. Serta diamati atas reaksi 

warga sendiri sedang kurang siuman hendak berartinya kebijaksanaan bertepatan 

penurunan pemakaian kantung plastik itu. nampak atas sedang banyak warga 

memakai kantung plastik sekali gunakan buat bawa benda belanjaannya. 

2. Siyasah tanfidziyah yakni suatu kewenangan buat melaksanakan suatu hukum 

dalam suatu rezim. Pengaplikasian suatu peraturan dalam warga pastinya wajib 

cocok atas syariat islam. Kebijaksanaan penurunan pemakaian kantung plastik 

bermaksud buat melindungi area dekat supaya tidak terkontaminasi, serta pastinya 

tidak memiliki faktor melanggar ketentuan agama ataupun mudarat, apalagi tujuan 

penting atas terciptanya peraturan itu yakni buat melestarikan kehidupan warga. 

Apalagi Allah AWT pula mengharuskan kita seluruh pemeluk islam buat 

melindungi kebersihan sebab“ kebersihan Beberapa atas kepercayaan”. 

Di Kecamatan Lintau Buo pemberitahuan mengenai peraturan penurunan 

pemakaian kantung plastik telah terdapat. Dalam kondisi siyasah tanfidziyah- nya 

kebijaksanaan penurunan pemakaian kantung plastik pantas buat ditaati, tetapi 

tampaknya sedang banyak warga Kecamatan Lintau Buo akan tidak sangat hirau hendak 

peraturan itu. Kebijaksanaan penurunan pemakaian kantung plastik telah cocok atas 

rancangan anutan islam serta pastinya tidak berlawanan atas anutan agama islam, serta 

sepatutnya pantas buat ditaati oleh masyarakat ini. 
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